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.- Dengan. ;}esafnya gkarmmimhap ekonomi, menunniul
c __kn.smpan gsam sar gsma E’iﬂEﬂim dan g&emhﬁﬁg keehijaic.
sanaap publik unink dapat menyaaﬂkm ner ;mgi(ai
perundang-undangan yang dapat melindungi keda.
dukan Bank sebagai kreditur dalam menghadapi De-
bitur. Hal ini perlu karena posist bank zebagaf kredi-
tur sapgal strategis dalam rodz perckonomian nega-
ra, tanpa perlindungan tsh kedudukan bank lemalh
terhiadap para debitor.,

i KAlau seandainya BPI, kecolongan i3, mﬁyar ataupun Ban of America
guncang karena banyaknya debitur lalal memenuh: kewajlba nta .biasanya
hal ini tidak akan m "njadi ber;ta akan meruglkan Bank. 1t1_1 s_.endm sehwgga

memasang h;potlk per;an;xan f1du<:1a perjanjlan 3am1nan-;amman tagihan
belum menimbulkan hak prefensi bagi si kreditur. Sampai detik ini, kred:tur
hanya dapa: memintakan eksekusi atas Grosse Akte Hipotik. Itupun Kadang
melalui tenggang wakiu yang sangat panjang, karena dari berbagai yunspu—
densi timbul pertentangan hukum dan perbedaan antara hutang murm dan
tidak murni. 3
Menurut yudex factie, terhadap hutang tidak murni haros mengxkun prosedur
acara biasa yang memakan waktu s/d = 5 tahun. Sekalipun telah sering kita
dengar mengenai Grosse Akte, tidak ada saiahnya kembali diuraikan apa itu
Grosse ‘Akte. : v
) Kalau seandainya semua Grosse Akte yang menyangkut jaminan hutang, ©
dapat ‘segera dimintakan’ pelaksanaan eksekusmya sesuai dengan pasal 224
HIR, maka masalah hutang murnidan tidak murni dapat diselesaikan,

. “Sudah'tiba saamya, kepentingan kreditur dilindungi. Dalam rangka peml-;
bangunan ekenomi Indonesia, kehadiran kreditur adalal fakior peneniu.
Seandainya pols eksekusi 75 hari sebagaimana diusulkan oleh salah SEOTAnE
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-haklm dltempkan ‘oera.rti seteiah tegoran,;: dalam waktu itu eksekusi dapat. .
7‘d1£aksanakan Banyak perbalkan dalam: duma peradﬂan Kkhususnya sepan~'- '

'jang ‘menyangkut: hukum jaminan, dapat kxta ‘capai. LA

. :Dengan’ demxklan dapat dlcecah pemaman~permaman yang memmbuL o

B kan pertanyaan kenapa dz satu plbak Grosse ‘Akte dapat segera. dmksekusz

_-berteie-teie sampax ke Mahkamah Agung L _
. ahkan, putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyaz kekuatan. _
~~hukum vang pasti, masih dapat ditangguhkan- karena adanya Penm_}auan L
Kembali..Harus dipi 1rkan ‘dengan serius, bahwa semua akte jaminan dtas
: 'pengakuan hutang, seyogyanya: dapat dlbuatkan':iGrosse Akte, Inga sudah'_
tiba’ saatnya untuk memikirkan . ekseku51 .cepat atas Grosse. Akie terhadap:
debitur-debitur. yang lalai. Dengan demikian ‘Bank tidak-usah ragu atas
keampuhan akte j Jamman yang dnbuat para debltur di saat mereka memin-
jam uang dan Bank A} . : RS NS :

GROSSE AKTE

Teks ash pasai 224 HIR dxmula: dengan ;
"Aan de grossen van akien van hypotheck en nofanee?e scbmdbneven bmnen
Indoges:a verfeden, ........... dan sgterusnya.”

-GIrossen di sini adalah kata majemuk dari Grosse, sehxngga dari seg1 ter-
sebut dapat d:past_:kan bahwa grosse itu bukan hanya diperuntukkan bagi
akiten'van hypotheek, akan tetapi juga bagi noterieele schuldbrieven. Selain
itu, ‘grose sendiri berarii-salinan atau afschrift berkepala “Demi Keadilan
....... *;dan bila dimaksudkan oleh pasal 224 HIR, adalah bukan grosse bagi
notarielee schuldbrieven, maka timbul pertanyaan apakah mungkin akte ashi
vang dibuat MNotaris dijadikan dasar sesuatn ¢ksekusi, sedangkan menurut
reglemen notaris, yang akan menjadi arsip negara. Dapat saja vang dimak-
sudkan itu originali-acte atau.brevet-acte yang juza dikenal oleh reglemen
Motaris;- akan teiapi jika-memang demikan maka pasal 224 HIR akan
menyebut disamping grossen van akien van hypotheek originale notarieele
schuldbrieven.

Yang serupa dengan pasal 224 HIR adalah pasal 40 Rv yang berbunyi
demikian :.. .. ... .. FRN :

"Aan de grossem-van aclen hypotheek en van potariecle akten inhoudende
de verplichting fot voidoening ener geldsom binnen indenes;a verfeden, dan
SEIETUSHYE cvrevnr

. Kata "van” di depan notaneele akien menun;uk an.secara jeias bahwa
yang dimaksudkan oleh Rv, adalah grossen van -akten van hypotheek, .di
samping grossen van notarieele akten, halmana sebenarnya berlaku juga bagi
pasal 224 HIR yang agaknya telah lupa mencantumkan kata "van” di depan
notariecie schuldbrieven. Denean demilian maka mennrt nendamat mennlic
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juga: grosse akte ‘notaris y&ng mengandung kewaﬂban ne'nbayar se;um ah
?asai 4F Reglemen Neiarts mengatur ientang gmsse salmaﬁ iersebut
harus ‘bérkepala ¥ Demi Keadilan .. 2% kemudian: ditwtuprdengankatac
katd frDiberikan untalks grosse p@rmma, dxsergm mma @emohan ﬂmn mane-
gal grosse akte ifu diserahkan”. MR e e 22 b
'Tanp xcepala dan’ tanpa catatan ;Jem.f},.p tersebux, grosse akte Yang bersang-
615 ks mempun vaikekuatan hukum dntuk dieksekusi:: i
PaSal 35 reklemen: Nmam menyebm imimmitdan origingl akbe,  piinuu
“bérdsal A& ka -f*Laun ‘midiita seriptuia, Karena pada waktu'ite mer upakai
keblasaannienulisakie yang pertama dengan huruf kecil (minuug), sedang:
kan salifannyy dengan huruf besar (Grosse); vang seperdl kita lihat Lad; %um
digiafkan dnuk salinan ‘deswgan kekuatan eksekutorial, o
Sebaiknya perly dipikirkan, bahwa akte fiducia dan‘akteialze fjaminai‘l
lainnya yang merupakan perianjian assesoir terhadap ;Jerjaﬁjian hutang
sebagal perjanjian pokok, diprakiekkan sebagai Grosse Akie vang mémpu-
nyai kekuaian eksekuiorial. Tidak perlu dipermasalahikan apakah kreditur
petnegang hak preferen atau konktreny Menurut hemat penulis atag dasar
résiko'vang dihedapi kreditur, hehdakiiya pada searditandatanganinyaakba
jaminan, diperjaniikan bahwa mandkzladebitur lalai, berdasarkan hak pre-
ferenisi yang ada pada kzedltur krednur ciapat Iangsung memmta gkse%um
akterakie” jaminan.” WG - : : e
--'Oriomah akze aEaL brevet akite” chpal{m i{arena ;&rbawa oieh ebldsaan
paéa waktiitu untik menyu%sn aktesakte terténtu dalam bentuk yvang lebih
pendek: Reglemen Notaris masih membedakan minuut‘dan brevet'akie me-
rupakan’ pengecuatian. Minuut akte tnerupdkan bftglan dari arsip notaris, se-
danghan brevetiakee dibuat dengan maksudurtik’ membenkannya Pada para
pﬁ;ak%i Dalam: pramek bréverakte sudahtidak dipakal. lasz :
~Pada dabarnya semua akte'notaris' dapat dijadikan grosse akie.
Catata.n caratan yang dibuat seorang asistésNotarls dapat saja menjadi Grosse
A¥ie; apabila catatan itu ‘dimasukkan ke dalam minuueskie oleh Notari s,
karena yang bertanggungjawab atas minuut akte dengan segalz salinan,
ekstrak dan-grosse, akhirnya adalah Notaris“yang bersangkutan juza.

Pasal 224 HIR, bila dijalankan sebagaimana mestinya dapat dikatakan
ampuh untuk mencegah proses perdata vang bertele-tele.

CDalam praktek, ada Ketua Perigadilan Negerivang menolak untuk meng-
eksekiisi*Grosse “Akte - Pengakuan Hurang,” karena -dianggap tidak sesuai
dengan pasal 224 HIR / 258 RBg. Untuk itu kreditur dapat mengajukan
keberatan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Sebaliknya ada
juga Ketua Pengadilan MNegeri yang memberi kesempatan kepada kreditur dan
debitur untuk embuktikan berapa sebenarnya hutang pokok debitur. Setelah
dibiskiikarn, maka ekse}rusx yang d;lakukan adalah yaﬁg semlat denoan hutanc
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“Wakil Ketua Mahkamah Agung; Bpk:: Purwoto §: Gandasubrata, SH., ber:
pendapat ‘bahwa sepanjang Ketua Pengadilan Negeri masih‘dengan mudah -
“dapat :menentukan besarnya hutang (bepaal baarheid van.de schuld) maka
tidak ‘ada’ kf:beratan ‘uniuk meneraokan: pasal224 HIR /258 RBg. Tetapi
-~ bila: Hak;m yang hersangkutan berpendapat sulit unmk menentukan besar- .
. nya hutang debitur dan debitur perlu diberi kesempatan unink membela diris
“dan membuktikan besar huiangnya vang sesungguhnya, maka seharus pasal  *
224 5IR:/ 258 RBgitidak. dnerapkan dan agar kreciltur mengajukan gugat~ -
-an kepada debuur S -

' Dan '!raxan tﬁrsebui d1 atas dapai dxsm‘pu}kan bahv*a

. Y.ang dzsamakan dengan pumsan yang: telah ‘matang untuk dlgalankan ialah
Grosse Akie Hipotik dan Grosse Akie Pengakuan Hutang di hadapan Notaras -
-{pasal 224 HIR jo. pasdl 440 Rv).;
X ";‘Grosse ‘Akte :aiah salinan sesuatu akte notaris berkepala ”Deml Keadﬂan
- berdasarkan i........ ¥, dengan Kaia penutup : “diberikan grosse penama *
disertai nama pemohon dan tangeal penyerahan” . S
3. Akte notaris d;beda-bedakan daiam mwuut brevet, salinan, grosse, _
“:eksirak atan u;tireksei :
4. Tiada larangan membuat grosse akte: untuk semua minuut akie;
. Karenanya sebaiknya perlu dipikirkan, bahwa akta fiducia dan akta-akta
“jaminan lainnya yang merupakan perjanjian accesoir terhadap perjan-
jian hutang sebagai perjanjian pokok, hendaknya dibuat sebagai Grosse
Akra yang mempunyal Keknatan eksekutorial, sehingga tidak perlu di-
permasalahkan apakan kreditur pemegang hak preferen atau konkuren.
Menurut hemat penulis atas dasar tisiko yang dihadapi kreditur,
“hendaknya pada saat akta-akia tersebut ditanda-1angani diperjanjikan,
‘bahwa manakala debitur Ialai berdasarkan hak preferensi yang ada pada
kreditur, kreditur dapat langsung meminta eksekusi atas aicta»akta.
_ jaminan.
5 Secara analog pasal 224 HIR dapat digunakan terhadap cek kosong
karena ieb;h efektlf dar;pada meia}m acara pidana.

anonk
Dasar Hakumm

Berdasarkan Pasal 1162 X.U. H. Pemana vang dimaksud dengan Hipotik
adalah :
"Swaiu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak nnituk mengambil peng-
gantian dari padanya unfuk pelunasan suafu peruiangan/perikaion”,
Berdasarkan uraian iersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotik

adalnl Lol balemedoorn salimmen Somom e lelmm b oo darem e bl il Tl
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: kebendaan antara lain selaly mengxkutl bendanya dan dapat dipertahankan :
terhadag siapapun juga. T
+:Dengan berlakunya ULPA No 5 tahun 196@ yang mulal bezlaku sejak
ta_n_ggal 24'September 1960, membawa pengaruh pula pada hipotik, dimana
diciptakan wnifikasi dalam lembaga hak: jaminan atas tanah dan diadskan:
nva lembaga hak: jamman atas tanah yang baru,. yang dxberl namna hak
Tanggungan :
alam Undang. Undang Pokok Agraria Hak Tanggungan mendapat‘
pengaturan dalam pasal 25, 33, 39, 51 dan pasal 57. : '
Dalam pasal 25, 32 dan 39 ditentukan tanah-tanah hak apa yang dapat
“dijadikan jaminan kredii:dan-dibebani Hak-Hak-Tanggungan. -
Menurut Pasal 51 Undang Undang Pokok Agraria, hak tanggungan akan di-
atur Jebih danjur dengan Undang-Undang. Selama undang-undang tersebut
belury terbentuk, ‘dinvatakan dalam Pasal 57, bahwa terhadap Hak Tang-
gungan berlaku :
“Releniuap-kelemtuan mengenal liypotheek d&?ﬁm Kitab Uﬂﬁaﬁa—Umdaﬂﬂ
Hukum Perdata Indonesia dan Credies Verband tersebui dalam S, 1908-542
sebagai yang telah dinbak dengan 5.1937-1%87. . . .
-Selanjutnya, mengenal (aia cara-pembebanannva seria pemberian surat
tanda buktinya diatur dalam PP 10 1961 (PP 10/61) serta Peraturan Menteri
Agraria Mo, 15:tahun 1961 yo Surat, Keputusan Dhrekrur Jenderal Agrarla
No. SK.: 67/DDA/1968. 1
“Ada 3 tahap yang harﬁs dipenuhi: uniuk terc1ptanya suatu hlponk
yakm kb, : St :
1. Janji atau kuasa untuk member;é.aq h;poiik
Z:Pemberian hipotik : : ‘
3. Pendaftaran hipotik : ;

Umumnya pemberian hlpOtlk dadahulm den gan suatL perjanjian obligator
vang berisi janji untuk memberikan suatu jaminan (berupa hipotik). Perjan-
jlan tersebut tidak berdir! sendiri, tapi sebagai akibat adanya perjanjian
hutang.

Kemudian dilakukan pendafiaran, atau pembukuan hipotik_ dalam hal ini
dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat.

Seperti diketahui sistim pendaftaran tanah yang diarur dalam PP
No. 10/1961 adalah sistim pendaftaran hak (registration of titles), yaitu sisiim
pendaftaran vang dilakekan dengan membusat buku tanah dan sertifikat-
nya/gambar situasi/surat ukur. - .

Konsekwensi dart sistim fersebut adalah bahwa hipotik tersebut lahir pada
saai selesal pembuatan buku tanahnya.

Demikian pula ketentuan pasal 1179 ayat (2) .K.U.H. Perdata, imernje-
laskan bahwa tanpa pendaftaran dalam buku register tersebut diatas, hipotik
tidak mempunyal suatu kekuatan apapun, dalam arii tanpa pendafiaran maks
jaminan tersebut bersifat concurent.

Menurut pasal 24 ayat | Undang-Undang Perbanifan No, 14 tahun 1967



¥ ':';ancan untuk melakukan eksekusi Secara langsung terhadap benda vang men- =

3 _ d; Jelaskan

' "dapat :cucabut kembali, sebelum piutang. kepada kred;tur dlselesalkan e
“Halter seuul dlmaksudkan untuk pelaksanaan pemenuhan hutang debitur ter-__
“hadap krediur, -‘manakala ciebltur wanprestasl. Kreditur mempunyai. }\ew_

jadi jaminan. -

. Bertalian dengan. uraian tersebut diatas, penuhs menﬁunp pendapat :
Remowulan Sutanmo SH., sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi atas
grosse akia hypotheek :
Menurai RE}?NBWULAN S%JTANTHO SH .
”Bam a Aredjt mace! }zmv d;jamm denﬂan h;p@t}k ﬁ’zm m‘edx{ verband meﬁw
fui grosse akiamya dapaf mmgm ]aﬂgsmg mypa pmses iergmwﬂg smpa' '
Medn‘ﬁmm, B&nk swasia atan iaanﬁk Pememm‘ah yaita pma‘;mv bizsa aian Bi-
uiang negara kepada Pengadiian negeri play Badan Urnsan Piutang Negara”,

_Sayangnya, dalam prakrek proses permohonan taﬂlhan 1angsung terse—

but fidak® berjalan e

. Hal itulah’ yang sangat menmsmgka;} Pihak Bank Sehmgga pral\tek per-
bankan akhir-akhir i int, mencari jalan pintas, dan dengan bantuan para ahh
hukum dan notaris, maka akts ‘pengakuan hutang chhadapan notaris. ©
Dengan Grosse Akta yang berkepala "DEMI KEADILAN BERBASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA" oleh’ Notams dlserahkan kepada Pihak
Bank selaku kreditur untuk dimohonkan eksekusmya manakaia debltur
wanpresiam

Dcngan cara ciemlklan ternyata c:lapat berjalan lancar, namun nmbui
masalah lagi, ‘dimana Mahkamah Agung mengelaarkan fatwanya No.
213/229/85/1/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1983, yang pada pokoknya da-
pat disimpulkan sebagai berikut : _
“Bahwa suatu Grosse tidak dapat ditambakkan persyaraian-persyaraian lain
terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebuf berbentuk perjanjian”, =

Juga Fatwa Mahkamah Agung No. 133/154/85/UM-TU/Pdt tanggal
18 Maret 1986, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
"Bahwa suatu Perjanjian Kredit tidak dapat dibuat dajam bentuk pengakuan
ismsng dengan’ _;udni “Deri Keadilan Berdasarkau Tuhan Yang Mzha Esa

-----

Bahwa dxsampmg itu Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa per-
setujuan kredit yang dibuat dengan akta notaris dalam bentuk Akta Peng-
akuan Hutang, adalah bukan zkia pengakuan hutang yang murni, dan oleh
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na itu harus diajukan melalui proses blasa : e
_ 5 Jika dikaifkan beberapa pendapat tersebut diatas dan Fatwa-Fatwa Mahu' :
B kamah Agung tersebut maka peudapat mllai} yang mebuat pihak Bank men- :
Jad! puSI '
"”Da menjadl pertanyaan bagx };arm akankah dihldup-mn kembah lembaga
}cua "mutlak untyk | menjual benda yang duammkan secara dibawah tangan ?
Anva menarik untuk memaparkan beberapa contoh kasus 3 yang berkenaan_
L denvan' pelaksanan eksekum darz plhak Bank selaé\u Krcd;tur

. . Cemeh Kasus

' KASE}S i
wa TQMBENG V8. $4NCOM mmkm TIONAL LTD.

Pada kaasus ini, Aplikasi Eredit Nyoto Tombeng dlanggap sebaga: Per-
lanjian Accesoir. Berdasarkan putusan Penﬂadﬂan Neﬁerl No. 221/Pdt/ 191
zanggal 21 Sepiembes 1981, oleh karena. tidak ada pendafiaran hipotik, maka
sita tersebui harus melalui proses biasa, Bukan berdasarkan fiat eksekusi,
Béncom International Ltd., bukan kredamr preferen51 l\amna tidak fHe-
iakukan pendaf{asan hlpotlk _

Pada kasus ini, Pengad;lan hanya menfrakui {'—mggai g}endafiamn hipotik.
Menjadi pertanyaan bagi kami : bagaimana jika waktu pengurusannya pen-
dafla;:m hypotheel\_ sampal keiuamy% sert;flkat i}lpotlk memakan waktu
seiama i tahun sementara ity debliur menyatal{an dirinya pailit, padahal
h;penk belum d}daftarkan - :

Berdasarkan hal tersebut d1atas kaml berpendapat
Sebaxhnya tan gai akia hipotik duadlkan sebacal saat lahirnya hak pmferent
bagi kreditur.
Hal ini dimaksudkan sebagai suaty periindungan hukum bagi %chu'ut yang
denaan beririkad baik telah memberikan pinjaman. l\epada cieb;mr serta me-
l:?dmfn kredimr dari, debitur demer vang nakal

KASUS 11

PTE4 WE@.&H W@@B E}%’BEJ%T&? = SR :

© Berdasarkan  Surat Mahkamah Agufg Republik hdonesm Mo,
4197493787/ /UM-TU/Pdt tanggal 18 Agusing 1987 pelaksanaan eksekusi
ditangguhkan. Semua ini dimungkmkan “areng tidak mutlak Ketua ?ezw-
adilan “MNegeri segera-melaksanakan’lelang eksekusi. '
Hal ini patut dibicarakan oleh Bank selaku Kreditur ditinjau dan sudut pan-
dang nilai-ekonomis barasg jaminan. Bukan tidak mungkin pelaksanaan
eksekusi terhadap Grosse Akta:Hipotik memeriukan waktu vang singkat.



L IKASUS IV

: BRE EEFENﬁI S@MA@ & PE‘ PAN il NDONESL@ BA fw{ (LTB)_
T _erdasarkan putusan Mahl».amah Apung Repubi;}{ Indenesia- Nz}
1’*2‘1 K /Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986, maka Pemohon Ekeskust dari BT,
PAR
yamg dimohonkan eksekusi tersebut bukan merupakan pengakuan. hutang i
Menuriit' Makkamah Agung : ;
YUn 5.;;»: melalksanakan eksekusi pelelangan Umbm afzu grose alkia ex pﬁsﬁi
224 HIR, akin ini karus memenuli beberapa sayarat, yaitu :
... &mmz Formil bernpa Eepalp : DERI EEADILAN BERDASAREAN KE
o TUBANAN YANG MAHA ESA. .
b.-Syarat materiii ; berupa jumizh Emmﬂa yang frarus dsbamr z‘ﬂa?y mem_gav
“iodiopasti, Dan menurnt Mabkamalh Agung fernyata tidak diketemukan
s data-daia berupa hniang yang pasti yang barus dibayar olel debitur, se-
| ningga senghels fersebut harus diselesaikan meialui gugatan perdata
“hiasa”.

KASUS V :

SOFGELEASE VS, HODY WIFANIE

.Sebagai lanjutan dari Perjanjian Pokok berupa Perjaniian Hutang, c)ciy
’Vlfan;P menjaminkan persil Hak Milik di Palembang. ‘.
Karena. Hoedy Wifanie lalai melaksanakan isi perjanjian hutang tersebu, ma}za _
Soegelease meminta eksekusi atas Grosse Akta Hipotik. R
Pengadilan Megeri Palembang tidak melaksanakan eksekusi denﬂan alasau
bahwa Hody Wifanie dipaksa untuk menanda-tangani Pérjanjian Hutang ter-
sebut, padahal kalau hal itu benar, mengapa Hody Wifanie, tidak melapor
ke Polisi begitu ketika ditekan/dipaksa menanda-tangani perjanjian hutang
fersebut 7

Diari beberapa contoh kasns diatas: nampak bahwa plhak Bank selaku
kreditur belum sepenuhnya. dilindungi. Ll

Untuk itn penulis akan memberikan suatn ciesknpsn mengenax contoh

INDONEZSIA BANK LTD. iidak dapat dilaksanakan karena akta—akia o
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.fﬁksekusz atas grosse akta dengan pola 75 (tujuhpuluhlima) hari yang telah
: dxp; akktekan oleh Bapalk LUMME, SH., sewaktu menjadi Ketua Pengadil-
an Megeri Ujung Fandang, yang mmgkm ciapat diterapkan dalam proses pe-
1&2{5@3&& e;c:sekum Lntu memb«.nm prhak Bank seiaku kredimr Yang merm-
punyaz hak’ preferenm '
Des&npsx pola 75 hari dimaksud adalah sebagal berikut :

PERMOHONAN RKSEKUSI GROSSE AKTE HIPOTIK

— Sub Kepaniteraan perdata 3 hari
— Sub perkara "1 hari
— Kepaniteraan pengadilan ~© - S 1 hari
— Ketua Pengadilan Negeri/Wakil ketua ' 10 hari
S _ 15 hari
— Aanmanning © . ' © 8 hari
o B | .- 23 hari
—Sita _ . 2 hari
: 25 hari
— Sita harus dilaksanakan 3 x 24 jam "3 hari
o N _ 28 hari
— Penetapan Lelang E : 7 hari
- 35 hari
— Wakru luang 7 hari
42 hari
— Pengumuman 2 x 135 hari 30 hari
72 hari
— Waku luang _ 3 hari
— Eksekusi togal . 75 hari
GADAZ

AL Alandasan Hakem

"GADAI DIATUR DALAM BUKU I TITEL 20 X.U.H. Perdata”
Dimulai dengan pasal 1150 K.U.H. Perdata yang memberi pengertian

gadai sebagai berikur :



yang diserakikan kepadm yaisieh: swmag b@mmﬂg atan @#ﬁ}‘i orang lain
namanya, dan yang miemberikan kekuasaan kepada si h&rﬁwa‘ﬁﬂg uank 0 _
ambil peﬁumsm dari barang tersebui sgeara didailukan dari pada orang- .
orang berpiniang lainnya, dengan me]eﬁ&na barang lersebut dag bisya Jyang
felah dikeluarkan uﬂwk wwye!&mamﬁ anva seielah bﬁmﬁg ﬁa dsgad&zﬁmﬂ o
bmm bmm inang h&ms dzsﬁaﬁw#aﬁmn " :

gadal bersafat accessoir yaltu merupakan tambahan dari suatu per}an- i

jlan pokok yang: berupa per;arz;xan piniaman; uaﬁg Sehingga apabila perjan-- -

Jlaﬂ pckok d1lunam maka dengan send;rmya p(’,l'_]c.n_]lan gadai Jtu akan dlh&—-:
¥ .-Untuk sahnya suam gada; 1a21mnya dip*enuhl 2 syarat ya;tu

[

“Harus ada per}ang;an untuk memberlkan hak gadai it _
2. ‘Barang yang. dlﬁadalkan harus berada diluar Lekuasaan dd“ pemben
& gadal /

B. _Kasus_ .

Putusan Mahkamah Agung Repubhk Indonesua No 2160 I\/Pdl:/ 1985 ]
tangeal 16 Mei 1987.. _

Pada kasus tersebut yang mengach obyeh sengketa adalah ”Harta Pusaka :
nggz pada_ tahun 1920 dimanaH TASFIR MOEH :aeiaku Mamak Kepala
Waris Kaumnya telah memamamkan tanah pusaka tersebut kepada MALAH
& NA’AMIN untuk’ dijadikan rumah kedlaman

Pinjam meminjam tersebut menmgkat men}adx ”hubungan gadai tanah 4 dan
dalam Surat:Gadainva diperjaniikan bahwa tanah tersebut tidak akan d;te—-
bus dan boleh dipakai sepuas hati :
Dilain pihak H: Tasfir Moeh kemudian digantikan oleh Yusu? . Bungsu
selaku Mamak Kepala -Waris Kaumnya dan Yusuf Di. Bungsu menggugat’
Malah Yumarnis (anaknya) untuk-meminta kembah harta pusaka tertlnggl.
tersebut, . . :

Putusan Pengadilan’ Negeri berpendapat, perjanjian fersebut harus dibatal-
kan, karena tidak ada mufakat dari kaumnya dan memerintahkan untuk
menyerahkan kembali tanah pusaka tinggi tersebut kepada Yusuf . Bungsu '
Putusan Pengadﬂan Tinggi berpendapat, perjanjian yang telah disepakati ada-"
lah mengikat para- plhai\ apalagi 3ual beli, diartikan sebagai jual lepas.
Mahkamah Agung RI. dalam putusannya menyaiakan yudex faciie telah
salah menerapkan Asas Hukum Adat, bahwa dalam masyarakat Minangka-
bau terdapat pepatah yang artinya gadai selalu dapat ditebus, sehingga patut’
apabila ;:uhai\ penggada; membayar uang tebusan gada1 zanah telsebut kepada
pelnegang gadai.
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-a: dasan Hukum

Fiducia adalah lembaga jaminan yang dikenal berdasarkan jurisprudensi
Bierbrouwery Arrest- 25 Januari 1929, yang di Indonesia diakui berdasarkan
Arrest Hooggrechtschof {L{GH} pada zahuﬂ 1832 daiam perkara antara BPM..
& CLYGNETT. :
- Fiducta dalam bahasa h}donesm sc,rmg dxsebut sebagal Penyerahan Hak._ :

Milik secara kepercayaan (fides).. Lembaga F.E.Q. ini hanyalah terhadap
barang-barang bergerak, namun dalam perkembangannya kc,mudian eriibEli)_
dan dapat pula dilakukan Lerhadap barang-barang tetag. '

‘Dengan dibérlakukannva Undang-Undang Rumah Susun No. 16 tahun’
1985, maka Hak Milik atas satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan
hutang dengan dibebani fiducia. ’

Fiducia merupakan perjanjlan yang bersifar Accessolr yang adanya ter-
gantung pada perjanjian pokok, berupa pCIjaRJIaH pemmjamam uang, per-
janjian pemberian kredit oleh bank.

. Pada akia notaris MIRYAM MAGDALENA INDRA\YI WIARDI SH.
No, 34 tanggai 26 “Jim 1982 terdapat Grogse Akza ﬂdUCla berkepala "DEMI
KEAQELAN %ERDASARK&N KETUHANAN YANG MALIA ESA”".
Sekahpun demikian ternyata cialam prak[ek t1da£ pernah Suatu grosse akta
fiducia dicksekusi berdasarkan pasal 224 HIR.

- Demikian® pula -setelah kami mengadakan penelitian- di- Mahkamah
Agung,ternyata: tidak pernah-dijumpai adanya Grosse Akta I‘;duaa vang
dimintakan fiat eksekusi. i

-Sementaraitu; Musyawarah Masional Ikatan Haium Indonesia, tanggal
24 Maret 1988, mengusulkan kepada para Hakim uniuk dapat mengabulkan
sita (conservatoir & revindicatoir) atas akta fiducia, tanpa kreditur mengaju-
kan gugatan pokok perkara.

-Apabila sita dikabulkan, kreditur-kreditur wajib memasukkan gugatan
poiak perkara dalam waktu 4 (empat) minggu, apabila. tidak, sita dicabut.
Mamun, praktek sekarang, permohonan sita cilagukan bersama-sama dengan
pokok perkara. . :

Sebagaimana ;)cnjelasan turaebut chatas lebih tegasnya akan dlsa_ukan
beberapa contoh kasus berkenaan dengan fiducia tersebut.

Kasus

1. PT. ANEKA GUNA METRO LEASING (KREDITUR) vs. SINAR
MASARANG (DEBITUR).

Pada kasus ini, PT, Ancka Guaa Metro Leasing langsung mengam-
T L PR v T PR F T T S S B0 SR



2 PD AGUNG JA YA MOTOR (KREDITUR)

..mengambﬂ barai.n rupa. mobﬂ daﬂ pahak Debit

Pada kasus ini; PD __Agung.]aya_Motor selaku Kreditur. }angsung_"f L

L -Ternyata atas das'ar tmdakan kreditur térsebut debztur lalu meiaporkan; .

. _bebaskan kred;tur dari. tuduhan pencurian

Mahkamah Agung. Repubhk Indonesza No.

3216/ .Pdcklgga tangeal 28 Juli 1986 berpendapat bahwa dari sebuah .

:__rumah dapar diberikan jaminan ffducza

Hal tersebut bertentandan dengan Keputusa'l Mahmakah Agung Repubhk .

_0‘ 372 K/pr/ 1970 tanggal 1 September 1971 antara Bank :

':Dagang Neg'ara indonesm Umt I Semarang (Penggugat) dan-Lo. Dmg

:_Smng {Tergugat), Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

'E .berlaku untuk’ barang bergerak.”

Account Receivables:ivui o

A Pengeraxan

Daiam praktek sehars——han di Indonesia; lembaga ini sering d}gunakan'
sebagal jaminan atas hutang: Serm ‘pula diartikan cess;e padahai sebenar—:

nya ‘Kedua pengertian’ ‘tersebut ‘berbeda.’

«Akfa’'pengalihan piutang sebagal jaminan’ (accounts rece:vab}es} adalah"'
merupakan perjanjian accessoir, dimana pinjaman pokoknya adalah perjan-’
Jan‘hitang pintang vang cillangutkaza dengan ‘pengalihan hutang pmtang yang

dalangutkan dengan pengalihan’ piutang sebagai jaminan.

“ Dalam praktek sehari-han; praktek'eksekusi melalui Pengadilan aias Ace
count Receivables tidak pernah dilaksanakan. Notaris sendiri tidak pernah’

membuat Grosse Akta berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa” atas Assignment of Receivables. Disamping itu'pula ekse-
kusiatas Account'Receivables'di Pengadilan Negeri-pun.tidak pernah terjadi.’

Sehingga, jika ingin memperjuangkannya, ditempuh melalui Pengadilan

Negeri, dan acara yang akan dihadapi adalah melalui prosedure biasa.
Uniuk lebih jelasnya dibawah ini akan penulis paparkan sedikit, suatu

kasus yang berhubungan dengan Account Receivables tersebut. '

___gung }aya Motor secara pxdana dengan tindak’ p:dana pencunan _-
“.Dan ternyata: putusan Pengadﬁan Negeri tanggai 13 AGustus 1984 mem— :

Hyembaﬂ dalsm mﬂt& ﬂduma sebagai jaminan oleh pmha!s kézsgé hanya 2;

5 4 B&NE.NEMM mpm%m:-z%a (Kmdnm) vs. w smwmmmﬁ
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B. Kasus_ _

AMEX INTERNATIONAL BANKING CORPORATION vs. ANANTA
KURNIA & DEPARTEMEN KEUANGAN. ~  ~ =
&noAmes (kreditur) memberikan pinjaman modal kerja. Rp. 250.000.000,-
(Dua ratus lima pulub juta Rupiah) kepada PT. BUNTRACO INTERNA
ELECTRONICS (debitur), yang diwakili oleh. ANANTA KURNIA: -
Untuk itu dibuatkan Perjanjian Kredit No. 104 tanggal 29 Juni 1976, diha-
dapan F:A: TUMBUAN, Notaris di-Jakarta. . 4 .0« o

'_ Sebagai jaminan, debitur menyerahkan secara fiducia'kepada kreditur
seluruh tagihan:tagihan/, piu'tang—piutangnya vang ada sekarang ataupun yang
akan ada di'kemudian hari, ‘atas usaha-usaha kegiatan-kegiatan perusahaan

dafi"ANANTA KURNIA, £ :

Maka dibuatkan perjanjian ‘Accesoir” denzan judul 'FIDUCIARY
ASSIGNMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLES No. 105 tanggal 29 Juni
1979, yang dibuat dihadapan Notaris tanggal 29 Juni 1979, yang dibuat di-
hadapan Notaris yang sama. Disamping itu juga dibuatkan Surat Kuasa
Mutlak kepada kreditur-untuk ‘Memasang Hipotik Pertama atas Sertifikat
Hak Guna Bangunan Mo 224/Mangg4 Besar, yang selanjutnya, dibuatkan
akia hipotik No. 113/X/1980 tanggal 28 Oktdber 1980, dan terakhir SERTI-
FIKAT HIPOTIK dikeluarkan.

Ternyata debitur tidak mengalih secara fiducia kepada kreditur seluruh
tagihan-tagihannya kepada Departemen Keuangan.

Dan karena debitur wanprestasi, maka kreditur melelang tanah.yang telah
dihipotikkan tersebut Debitur kemudian memperingatkan  Departemen
Kenangan untuk melunasi tagihan sebesar Rp. 11.563.000,~ kepada Bank Bu-
mi Daya dan tidak kepada Amex Bank sebagai kreditur, :

Ternyata Departemen Keuangan tetap melunasi hutangnya kepada Bank
Bumi Daya atas kepentingan debitur, sekalipun tagihan-tagihan tersebut telah
dijaminkan untuk kepentingan AMEX BANK, . . . R ,

... Dari kasus ini terlihat bahwa perjanjian Account Receivables sebagai
salah satu bentuk perjanjian Accesoir bukanlah sarana vang aman, karena
Departemen - Keuangan. .tidak mengakui keberadaan. lembaga . jaminan
dimaksud... .. . el e -

-.-.Sehingga, untuk-itu perlu ditetapkan suaty peraturan yang khusus meng-
atur tentang keharusan Assignee mengakui peralihan tagihan dimaksud, hal
tersebut selain uatuk kepentingan assignor juga u'ntuk__kepemingar_i debitur,

Assignment Agreement

Menurut hemat Penulis, Assignment Agreement adalah sama dengan -
Account Receivables, dimana yang menjadi obyek jaminan adalzh
piutang-pivtang.
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_alam -praktek perjanjxan penunjukkan iniidikenal sebagai suatu pe-_
: 'da Kreditur untuk menguasai piutang-piutang debitur.:
] : __per]anjlan ‘tersebut: debitur. menunjuk kreditur untuk dapat
:seger menwuasal tagihan- tagzhannya atau.apa yang harus dibayarkan kepa-_ :
da Pihak Ketiga kepada. debltur manakaia deb;tux 1aia; membayar hutang-
“hutangnya kepada: kredxtur : '
'Agar pelaksanaan taglhan dapat berjalan lancar maka pxhak E{euga harus
imenge{ahuz ‘bahwa p}utang-plutang atau hak hak debitur ielah di_]ammkan'_'
‘kepada kreditur. =
7 Perjanpan penunjukkan ini adaiah salah satu perganjsan Accessmr d;- -
'-rjana perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang R
Namun dalam praktek, bentuk jaminan vang telah diperjanjiXan tersebut
tidak effisien untuk dxiaksanakan karena selama ini belum pernah dijumpai
suatu keputusan di Pengadllan dimana diajukan kasus terhadap perjanjian
penunjukkan. | :
Mengenai bent

Assignment”

fhe benefii of the Asswnee, ﬂze Letter'of Credit, bills of lading, drafts,
commercial invojces and other documem‘s, pen‘mmag io ﬁze assigned export
proceeds, and as and when required by the Assigned, the assignor shail deliver
and endorse or assigns the same in favor of the Assignee,
Di dalam Assignment of export proceeds, yang dijadikan obyek jami-
_nan termasuk juga L/C, B/L dan draft-draft serta commercial invoices yang
- sewaktu-waktu dapat dilaksanakan penaglhannya oieh kreditor untuk kepen-
tmgannya apabila debitur lalai. . :
- Jelas hal ini sulit dilaksanakan lewat }alﬁr Pengadﬂaﬁ i«;amna harus me-
lalui proses biasa, dan hal ini tentu bertele-tele. Teriebih lagi untuk meminta
eksekusi, harus minta bantuan Departemen Perdacanecan. karena macalah
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. Kemudian, mekanisme proses pengesahan perusahaan-di Departemen
-Kehakxman dan: pendaftaran di.Pengadilan di Indonesia, yang belum jelas,
mein ;ebabkan bank sulit melacak kekayaan.perusahaan debitur. Kita, dapat
--1*1@;16011&:511 NegaraAsean. -yang .nendata - seluruh. kekayaan. perusahaaa»'-
perusahaan disKantor. Pendaftaran. Perusahaan/Registry of the Company.

Akhirnya, sudah waktunya untuk menghidupkan kembali lembaga _
gljzeling, sebagau upaya paksa atas’ debitur yang nakal.

_ Bukanlah azas kemanusiaan harus juga: diperhxtungkan bagl Bank seiaku
-kredi‘tur yang hanya memutar u&ng nasabah - :

aziementaria

' Majaiali Bulanan DPR - RI .
= %_-?eming'Umuk'-Para"Sarjahé”Hukum R T T P

Kebm‘;smgan yang teriulis demgan dnin tam:ssx ﬁapsa‘ mezzyembmmﬁmm
kebeﬂamzz yarsg d;i&sk;s de&zgafa d&mia '

— L Kus






